wake Up Call

Tax Amnesty = Tidak Ada Lagi Perencanaan Pajak ?

Dengan adanya UU Pengampunan Pajak yang sedang dibahas saat ini, dimana Wajib Pajak (WP) harus
melaporkan seluruh harta dan kekayaannya, apakah kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak
(“Tax Planning"") menjadi terbatas?

Rancangan Undang-Undang Tax
Amnesty (Pengampunan Pajak)
masih belum selesai dibahas di
DPR, bahkan masih terdapat
beberapa hal sensitif dalam draft
yang dibahas, sehingga membu-
at rencana pelaksanaan Undang
Undang (UU) Pengampunan
Pajak mundur dari jadwal yang
direncanakan.

Terlepas darihal di atas, adanya
Tax Amnesty dapat dijadikan
sebagai sarana untuk mem-
bangun sistim perpajakan baru,
yaitu sebagaibentuk reformasi
sistem perpajakan yang me-
nyeluruh baik untuk Wajib Pajak
Badan maupun Individual/
Pribadi.

Sejalan dengan rencana pe-
nerimaan yang dibebankan
pemerintah melalui pajak,
dengan adanya UU Tax Amnes-
ty, Pemerintah melalui Dirjen
Pajak memiliki kesempatan un-
tuk memperluas/menambah
basis perpajakan yang ada
terkait dengan informasi harta
dan kekayaan Wajib Pajak,
mendorong repatriasi modal
atau aset, dan menggali potensi
penerimaan di masa yang akan
datang.

Dengan telah disetujuinya pe-
nerapan ""Automatic Exchange
of Information (AEOI)" oleh be-
berapanegara selambatnya
September 2018, maka
keberadaan harta ataupun
kekayaan dari Wajib Pajak, di
manapun berada, akan lebih mu-
dah terdeteksi.

Terkuaknya kasus "Panama
Papers' dapat dijadikan refe-

rensi atau landasan untuk
melakukan reformasi dalam
sistem perpajakan saat ini.
Adanya skema "“tax planning”
tidak lepas darikurangnya
kesadaran atau kepatuhan
Wajib Pajak dalam memaknai
“self-assessment" itu sendiri,
pemahaman dari UU Perpajakan
yang bias, tidak adanya kepas-
tian hukum, dan pengawasan
Dirjen Pajak yang mungkin be-
lum optimal, dapat mengakibat-
kan banyak terjadicelah dan
ruang kompromi antara Wajib
Pajak dengan pihak pajak.

Apakah kemudian dengan diber-
lakukannya"Tax Amnesty"
menghapus kebutuhan untuk
melakukan perencanaan pajak
(“Tax Planning")?

Perencanaan Pajak sebenarnya
harus dilihat sebagai sesuatu
yang dilakukan untuk memini-
malkan masalah perpajakan
dengan memanfaatkan fasilitas
dariperaturan yang ada tanpa
harus melanggar.

Perencanaan pajak harus dibuat
berdasarkan kaidah bisnis yang
berlaku tanpa adanya motif un-
tuk penghindaran pajak.
Jelasnya, diperlukan proses vali-
dasi dan verifikasi secarame-
nyeluruh dari pihak pajak; dan
jika ditemukan tindak pidana
perpajakan, harus ditindaklanjuti
berdasarkan UU yang dapat
mendorong kepatuhan dan efek
jera.

Pemahaman UU Perpajakan dan
perencanaan pajak yang benar
berdasarkan kaidah/
kepentingan bisnis secara me-
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nyeluruh dalam era keterbukaan
informasi dapat meminimalkan
biaya pajak. Untuk itu, Wajib
Pajak dituntut untuk lebih ber-
hati-hati dalam mengartikan /
menjalankan peraturan yang
ada, sehinggarisiko perpajakan
menjadi minimal, dan jika ter-
dapat "exposure’ akan lebih
terkendali. Sebagai contoh,
dengan adanya “transfer pri-
cing" dokumentasi yang benar,
maka risiko perpajakan yang
mungkin timbul karena adanya
transaksi dibeberapanegara
yang terhubung dengan
kepemilikan bisnis dapat dimini-
malkan.

Korelasilainnya adalah dengan
perencanaan dan pemahaman
UU Perpajakan yang benar serta
semakin patuhnya Wajib Pajak
dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya akan membuat
biaya administrasi pajak menjadi
berkurang. Contoh teknisnya,
pelaksanaan kewajiban admi-
nistrasi PPN yang benar,
bagaimana membebankan biaya
dan pendistribusian pendapatan
yang diperbolehkan secara pa-
jak, dan sebagainya.

Pada akhirnya, peran dari pihak
pajak dalam mendukung
perencanaan yang dibuat oleh
Wajib Pajak perlu dilakukan. Se-
bagai contoh, perlu adanyarasa
saling percaya antara WP dan
pihak pajak jika sistem self-
assessment digunakan, karena
teorinya WP sebetulnyabebas
untuk mengatur usaha yang
dijalankan dan menyikapi
kepatuhan pajak yang harus
dibayar atau terhutang.
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KEY POINTS

® Tax Amnesty dapat
dijadikan sarana reformasi
sistem perpajakan yang
menyeluruh baik untuk
Wajib Pajak Badan maupun
Individual

® |mplementasi Automatic
Exchange of Information
akan membuat keberadaan
dari harta ataupun
kekayaan dari Wajib Pajak
dimanapun berada akan
lebih mudah terdeteksi.

® Perencanaan pajak yang
berlandaskan kaidah bisnis
dan peraturan yang berlaku
bukanlah sesuatu yang
melanggar, sepanjang
motifnya bukan untuk
penghindaran pajak.

® Perencanaan pajak yang
didukung oleh pengetahuan
perpajakan yang tepat

serta kepatuhan Wajib
Pajak dapat membantu
perbaikan sistem pajak.
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